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PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN
DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.a.

1.

BUPATI BARITO KUALA,

bahwa sebagai kekayaan alamatihayaerah maka usaha
perikanan dan kelautan perlu ditata dan di&kkah
sehingga terwujud ketertiban dan pemerataan Keestam
berusaha di bidang perikanan dan kelautan yangq aka
berdampak pada peningkatan kehidupan nelayan dan
pembudidaya ikan sekaligus memberikan manfaditesse-
besarnya bagi perkembangan perekonomian daerah,;

. bahwa upaya penataan, pengendalian dan pen@nfaat

sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
diwujudkan melalui pembentukan regulasi di bidaegjman
usaha perikanan, perlindungan serta pengawasannya,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimamaksiid

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu negriain
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Usaha Penkdaa
Kelautan di Kabupaten Barito Kuala.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 185%ang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Leraha
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahub9 19
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik lesian
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukwara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal8l 1
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3207);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zdwa&mi
Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republikoesia
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslane
Nomor 3260);
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11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pataban
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuiw 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik kesian
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhirdeigan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perumbaha
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgntan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &=lan
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peanigén
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintabara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelagel
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembarang&ta
Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Hagatah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republikriadia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelagei
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Irefa
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang &weaik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petonsam
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara lkepub
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tgntisaha

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesi@hui

2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara ft&pu
Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahunn 2007 rignta

Pembagian Urusan Pemerintaha antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah  Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.10/MEN/ 2003 tentang Perijinan Usaha Penangkapa
Ikan;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.38/MEN/ 2003 tentang Produktivitas Kapal Pethkapg
Ikan;



Menetapkan
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16.
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20.

21.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan
Rumpon;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudayaan
Perikanan ;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O5/MEN/ 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
02/Men/2011 tentang Jalur-jalur penangkapan ikam da
Penempatan alat-alat penangkapan ikan dan Alat uBant
Penangkapan lkan Diwilayah Pengelolan Perikan Negar
Republik Indonesia;

Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan PerikaNamor 45
Tahun 2000 tentang Perijinan Usaha Penangkapan lkan

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kualan®dl6 Tahun
2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi data
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010
Nomor 16);

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 60 TahQh12 tentang
Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan kepadaoKan
Pelayanan Terpadu kabupaten barito kuala (Beritardba
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN USAHA

PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN BARITO
KUALA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupateto Kuala.
Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati KatempBarito Kuala.

agrwbE
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Perikanan adalah semua kegiatan yang berhabumgngan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan Lingkunganlaimdari praproduksi,
produksi, pengelolaan sampai dengan pemasgeary dilaksanakan dalam suatu
sistem bisnis perikanan.

Usaha perikanan adalah semua wusaha perarangau badan hukum
untukmenangkap atau membudidayakan ikan teknksgiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan konlersia

Perusahaan perikanan adalah perusahaan iyehgkukan usaha perikanan dan
dilakukan oleh warga negara Republik Indamesiau badan hukum Indonesia.
Usaha penangkapan ikan adalah, kegiatan un&mkperoleh ikan di perairan yang
tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alau cara apapun termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuaéngangkut, menyimpan,
mendinginkan, mengolah atau mengawetkan uwnfjuln komersil.

Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan unterkelihara, membesarkan atau
membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan aat Gira apapun, termasuk
kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mendamalya untuk tujuan
komersil.

Pengelolaan perikanan adalah semua upsgmasuk proses yang terintegrasi
dalam pengumpulan informasi, analisis, pererman&onsultasi, pembuatan
keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan impleaseserta penegakan hukum
dari peraturan perundang-undangan di bidang karesn yang dilakukan oleh
pemerintah atau otoritas lain yang diarahkamtuk mencapai kelangsungan
produktivitas sumberdaya hayati perairan dgnatuyang telah disepakati.
Pengendalian adalah suatu kegiatan dan atdakgp&n yang tetap menjamin
kelestarian sumberdaya secara kesinambungan, dégkea

Pengawasan adalah suatu kegiatan dan pe¢alakuan yang dapat menjaga
segala usaha pengelolaan sumber daya berjglesuai ketentuan untuk
kesejahteraan masyarakat.

Usaha pengumpulan atau penampungan hasil pankadalah kegiatan untuk
menumpulkan dan penampung hasi perikanan selargigamaktu tidak lebih dari
90 hari termasuk kegiatan memelihara, mengangkatidnginkan atau mengolah
hasil perikanan dengan cara dan alat apapun umugknt komersil.

Sumber Daya pesisir dan Pulau — Puladil kadalah sumber daya hayati,
sumber daya nonhayati sumber daya buatan jdama — jasa Lingkungan;
sumber daya hayati meliputi ikan, terumbuakgt padang lamun, mangrove
dan biota laut lain; sumber daya nonhayati melipatsir, air laut, mineral dasar
kelautan dan perikanan dan jasa — jasa uimg&n berupa keindahan alam,
permukaan dasar laut tempat instalasi bawah aig yenkait dengan kelautan dan
perikanan serta energi gelombang laut yang tedhpatayah pesisir.

Usaha Eksplorasi Kelautan adalah semuaatieeg penyelidikan dan penjajakan
kekayaan laut ataupun kandungan laut.

Usaha Eksploitasi Kelautan adalah semuahausyang berhubungan dengan
kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdayaolaukan.

Hasil perikanan adalah, semua jenis ikam diota air lainnya yang dapat
dipakai sebagai bahan makanan manusia, keg@maratau pelihara untuk
dibesarkan.

Surat 1zin Usaha Perikanan, yang selanjutngabdit SIUP, adalah izin tertulisyang
harus dimiliki perusahaan perikanan untuk metaku usaha perikanan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalarteisebut.

Pembudidaya ikan adalah, orang yang npacahariannya bersumber dari
usaha pembudidayaan ikan.

Nelayan adalah, orang yang mata pencaimyaa bersumber dari usaha
penangkapan ikan.
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Rumpon adalah, alat bantu pengumpul ikang berupa benda atau struktur
yang dirancang atau yang dibuat dari bahdamia atau buatan yang
ditempatkan secara tetap atau sementara padagoeliait.

Izin pemasangan rumpon adalah izin fterigdng harus dimiliki oleh setiap
orang atau perusahaan perikanan untuk memagangon sebagai upaya untuk
meningkatkan pendapatan dan/atau produksi perikanan

Pelabuhan perikanan adalah tempat yandiritedari daratan dan perairan di
sekitarnya dengan batas - batas tertentu  sabatggmpat  kegiatan
pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis paaikayang di pergunakan sebagai
tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dtau bongkar muat ikan yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayardan kegiatan penunjang
perikanan.

Kapal perikanan adalah kapal atau peratau alat apung lain yang
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikamendukung operasi
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkieam pengolahan ikan,
pelatihan perikanan, penelitian / eksplorasi daspektasi perikanan.

Perahu adalah alat apung yang dipergunaikdink melakukan penangkapan ikan,
mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaykam ipengangkut ikan,
pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorgserikanan dengan tidak
menggunakan motor penggerak.

Kapal perikanan bermotor luar (out board) @daall kapal motor tempel adalah kapal
atau perahu atau alat apung lainnya yang diperguimakntuk melakukan
penangkapan termasuk menampung, menyimpan, ngenkian atau
mengawetkan dengan menggunakan mesin penggeadr didsko kapal.

Kapal penangkap ikan adalah kapal yangarae khusus dipergunakan untuk
menangkap ikan termasuk menampung, menyimpargndimginkan atau
mengawetkan.

Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang ae&usus dipergunakan untuk
mengangkut ikan termasuk memuat, menampungyimpan, mendinginkan atau
mengawetkan.

Surat Izin Penangkapan lkan yang selanjutngabdit SIPI adalah izin tertulisyang
harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukpenangkapan ikan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Pengujian Kapal Perikanan adalah segatpate® pemeriksaan atau pengukuran
terhadap besaran, jenis, tipe, dan mesin kapalasrnperalatan bantu dan alat
penangkap ikan yang ada di kapal.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selagputdisingkat SIKPI adalah izin
tertulisyang harus dimiliki setiap kapal perika untuk melakukan
pengangkutan ikan.

Surat 1zin Pemanfaatan Jasa Kelautan yseignjutnya disingkat SIPJK adalah
surat yang harus dimiliki oleh orang atau pkwasi yang melakukan kegiatan
Eksplorasi, Eksploitasi yang meliputi usahampsangan rumpon, penanaman,
atau pemasangan kabel atau pipa serta pengarcatiang dengan sarana dan
prasarana lainnya.

Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikaryang selanjutnya disingkat SKPKP
adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pdémKapal sebagai salah satu
persyaratan dikeluarkannya perizinan kapalkpean dari Pemerintah Daerah.
Laboratorium adalah Laboratorium Pembinadan Pengujian Mutu Hasil
Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Te#timas/ instansi yang
membidangi Kelautan dan Perikanan.

Standard Mutu adalah nilai suatu produk yangnemahi persyaratan identitas,
hygienis, kimiawi, keseragaman mengenai ukimemat atau isi, jumlah, rupa,
label dan sebagainya.



37. Sertifikat Mutu adalah surat keterangasngy dikeluarkan oleh dinas/instansi

38.

39.

yang membidangi kelautan dan perikanan Proviasia Timur Cq.Laboratorium

Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanamg menerangkan bahwa
suatu produk akhir yang akan diekspor atawaraptlau telah memenuhi standard
mutu.

Ekspor Hasil Perikanan adalah perdaganumsil-hasil perikanan ke luar negeri
baik langsung maupun tidak langsung dari wilayadrala

Surat Keterangan Asal (SKA) adalah swahg menerangkan asal-usul dan
mutu hasil perikanan yang akan dikirim keluar daera

BAB I|
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup usaha perikanan dan kelautan meliysdha perikanan terdiri dari usaha
penangkapan ikan dan/atau usaha kapal pengangkut#@n /atau usaha pembudidayaan
ikan di wilayah kewenangan pengelolaan perikanankeétautan daerah;

BAB 111
WILAYAH PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Wilayah pengelolaan usaha perikanan dan lkataglaerah untuk penangkapan ikan
dan/atau pembudidayaan ikan meliputi sungaidukga danau, rawa dan genangan
air lainnya yang dapat di usahakan untuk usahkgrem.

(1)

(@)
3)

BAB IV
PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 4

Pengelolaan usaha perikanan dalam wilayahgbelagn perikanan dilakukan agar
diperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutamasterjaminnya kelestarian
sumberdaya ikan.

Pengelolaan usaha perikanan dilakukan untuknlmekan perlindungan dan
kesejahteraan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

Pemerintah Daerah mengatur dan mengembangkanggunaan sarana dan
prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka penggarbaembudidayaan ikan.

Pasal 5

(1) Untuk meningkatkan produksi perikanan dapendapatan masyarakat,

(@)

perorangan atau perusahaan perikanan dapat asaem dan/ atau
memanfaatkan rumpon;

Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ddipasang di wilayah perairan
laut mulai dari 2 mil laut sampai dengan 4 mil Jadiukur dari garis pantai pada
titik surut terendabh.



BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Kewajiban Memiliki SITUP

Pasal 6
(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakléematan-kegiatan usaha
perikanan di wilayah Kabupaten Barito Kuala wagibmiliki Surat 1zin Usaha
Perikanan (SIUP).
(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat @¢liputi bidang usaha
penangkapan, pembudidayaan, pembenihan, penampumgadagangan dan
ekspor hasil perikanan.

Pasal 7

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dafasal 6 ayat (1) meliputi :

a. Kegiatan penangkapan dan pengangkutan olepametlengan menggunakan kapal
perikanan dengan ukuran 5-10 GT atau kegigtengangkutan ikan segar
dengan fasilitas apapun yang memiliki kapasitag angkut sampai dengan 10
(sepuluh) ton.

. Kegiatan pembudidayaan ikan di air tawd@ngan luas areal lebih dari 0,05

(nol koma nol lima) hektar untuk budidaya ldilam dan lebih dari 0,01 (nol

koma nol satu) hektar untuk budidaya di kdra atau jaring apung dan

pembudidayaan ikan dan udang atau sejenisnya gdagau dengan luas areal lebih
dari 0,1 (nol koma satu) hektar serta pembudidajaanatau sejenisnya di air laut
lebih dari 0,05 (nol koma nol lima) hektar.

Kegiatan pengolahan hasil perikanan dengaaskias 5 (lima) ton perbulan.

. Kegiatan pembenihan dengan kapasitas prodeks dari 10.000 (sepuluh ribu)
ekor perbulan untuk ikan hias dan 500.000 ekoukuiktan konsumsi.

O

oo

e. Kegiatan penampungan dan perdagangan haskampan dengan kapasitas lebih
dari 5 (lima) ton perbulan untuk ikan segaandikan hidup, dan 5.000 (lima
ribu) ekor ikan hias perbulan.

Pasal 8
(1) SIUP untuk penggunaan kapal air wajib dileqgldengan Surat 1zin Penangkapan

lkan (SIPI);

(2) Dalam SIPI dicantumkan penetapan mengenaiabda@enangkapan ikan dan
jenis/ukuran alat penangkap ikan yang dipergunakan;

(3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bedalkama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang sepanjang sarana atau prasarana Waahaasih digunakan
perusahaan yang bersangkutan sesuai denganuagtgrarundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kedua
Tatacara Pemberian dan Pencabutan |zin
Pasal 9

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memerl@&P,SIPI dan SIKPI harus
mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati mdfaator Pelayanan Terpadu;

(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ntelipu



@—~pooyT

Usaha penangkapan ikan memakai;

Togo

Sungkur

Sungkur Mini Lampara
Sungkur Rengge/Gillnet

Usaha budidaya ikan air tawar, air payau dalaat;

Usaha budidaya di keramba/ jaring apung;

Usaha penampungan/ pengumpulan hasil-haskgrem;
Usaha pengangkutan ikan/kapal penangkap/perayamkan;
Usaha pembekuan ikan/ cold storage

Pembenihan lkan dan Udang;

(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat bgjaku selama pemegang izin
melakukan usaha perikanan dengan kewajiban mendgdiag (heregristasi SIUP)
setiap tahunnya,;

Pasal 10

Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perikég@iahP) Budidaya Ikan dan Surat
Izin Usaha Perikanan (SIUP) :
1. Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap.

Surat Permohonan

Rencana Usaha

Fhoto Copy NPWP

Bidang Usaha dibidang pembudidayaan ikn yang wifahkan oleh
instansi yang berwenang (Budidaya Ikan).

Foto Copy Akte pendirian perusahaan berbadan hykng menyebutkan
bidang usaha dibidang penangkapan ikan /perikaragkap yang telah
syahkan oleh instansi yang berwenang.

Surat Keterangan domisili Perusahaan.

Foto Copy KTP penanggung jawab.

Fhoto Copy akte pendirian perusahaan berbadan hyknmmmenyebutkan
bidang usaha............ccccceeeiiiiiiiiiiiii e

2. Surat Izin Usaha pengangkutan lkan (SIKPI) Bagiadlkan dan Surat 1zin Usaha
Pengangkutan lkan (SIKPI) dan penangkapan ikamkégoesin Tangkap.

Surat Permohonan

Foto Copy Surat 1zin Usaha Perikanan

Daftar Anak Buah Kapal (ABK)

Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan kapal pedhk dari pejabat yang
berwenang (Dinas Terkait).

Surat Perjanjian Kerjasama pengangkut antara geaasgpengelola
pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pemdyataa ikan, kecuali
digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaannikik sendiri
(untuk budidaya ikan).

Fhoto Copy Surat Perjanjian sewa kapal perikanan.

Foto Copy KTP.

Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

Rekomendasi Dinas Teknis.

Penelitian Tim Teknis.

3. Surat Izin Penangkapan lkan (SIP1) Penangkagan/iperikanan tangkap.

Surat Permohonan
Foto Copy SIUP
Foto Copy KTP



» Surat keterangan domisili perusahaan.
* Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

* Rekomendasi Dinas Teknis.

* Penelitian Tim Teknis.

Pasal 11

SIUP dapat dicabut apabila pemegang SIUP :

a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yaastaghan dalam SIUP;

b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuaBugazati;

c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha doant berturut-turut atau dengan
sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;

d. memindahtangankan SIUP yang dimiliki tanpa¢tefjgan tertulis dari Bupati;

e. selamal(satu) tahun berturut-turut sejak Sliberittan tidak melaksanakan kegiatan
usahanya;

f. melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantutand@eraturan Bupati ini dan
ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

g. menyatakan tidak melanjutkan usahanya kembali.

Pasal 12

SIPI dapat dicabut dalam hal perusahaan perikasag lyersangkutan:

a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yaogrterm didalam SIPI;

b. tidak lagi menggunakan kapal perikanan yargtajikan dalam SIPI tersebut;
c. SIUP yang telah dimilikinya dicabut.

Bagian Ketiga
Usaha Perikanan Yang Tidak Memerlukan SIUP

Pasal 13

(1) Nelayan dan pembudidaya ikan atau perseoratgjanya yang sifat usahanya
hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seharidtat untuk tujuan olah
raga tidak dikenakan kewajiban memiliki SIUBbagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada aydbe(laku juga bagi kegiatan
perikanan untuk tujuan penelitan dan ilmu geahuan atau untuk
kepentingan Dinas/ Instansi Pemerintah dan/atateRetah Daerah.

Pasal 14
(1) Usaha perikanan yang dilakukan oleh ralaytau pembudidaya ikan diluar
kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam PasabyHd (2) tidak diwajibkan
memiliki SIUP atau SIPI.
(2) Usaha perikanan yang tidak diwajibkan nidmi SIUP dan/atau SIPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajimdafearkan usahanya kepada

dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.



(3) Usaha perikanan yang telah mendaftar gaebvemna dimaksud pada ayat (2)

diberikan Surat Tanda Daftar Perikanan yarduklukannya disamakan dengan

SIUP dan setiap tahunnya harus didaftarkan ulang.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemegang SIUP

Pasal 15

(1) Pemegang SIUP berhak Untuk :

a. mendapatkan bimbingan dan Pembinaan damasdiyang membidangi
kelautan dan perikanan.
b. mendapatkan legalitas atas pengelolaan usédnat&e dan perikanan.

(2) Pemegang SIUP diwajibkan :

3)

(4)

(1)

a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam;SIU
b. memohon persetujuan tertulisb dari Bupati apabilbermaksud
memindahtangankan SIUP-nya;
c. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiajnt kepada Bupati;
Pada saat melakukan usaha perikanan, gasmge SIUP harus dapat
menunjukkan SIUP atau SIPI bila sewaktu-waltadakan pemeriksaan oleh
instansi yang berwenang;
Dalam melaksanakan usahanya, pemegang Sildfib memperhatikan dan
menjaga kelestarian sumber daya perikanan yalag agar dapat dimanfaatkan
BAB VI
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 16
Pemegang SIUP dilarang:
a. melakukan kegiatan perikanan dengan memdggumn bahan atau alat yang
dapat merusak dan/atau mencemari sumber daya panikian lingkungan;
b. memasukan dan atau mengeluarkan ikan hidupdaariatau keluar daerah

tanpa izin Bupati;

(2) Setiap orang dan/atau korporasi di laramglakukan penangkapan ikan

dengan menggunakan listrik atau strum, baheniak bahan biologis, bahan
peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan gapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/lhgkungan di wilayah
pengelolaan ikan daerah.

(3) Setiap orang dan/atau korporasi dilarangelakukan perbuatan yang

mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakanbesdaya ikan dan/atau

lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan alaer



(4) Setiap orang dan/atau korporasi dilarangmivudidayakan ikan yang dapat
membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan swabar ikan, dan/atau
kesehatan manusia diwilayah pengelolaan perikaaarat.

(5) Setiap orang dan/atau korporasi dilarangnggunakan obat — obatan dalam
pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sunybeikian, lingkungan
sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusidayhv pengeloaan perairan
daerah.

(6) Setiap orang dan/atau korporasi dilarangemasukkan, mengeluarkan,
mengadakan, mengedarkan dan/atau memeliharan ikang merugikan
masyarakat, pembudidayaaan ikan, sumberdayan idan/atau lingkungan
sumberdaya ikan ke dalam dan/atau keluar yalilapengelolaan perikanan
daerah.

(7) Setiap orang dan/atau korporasi dilarangngolah hasil perikanan dan
memproduksi hasil perikanan yang tidak memenpérsyaratan kelayakan
pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keam hasil perikanan yang
dapat membahayakan kesehatan manusia.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggahdangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerigiahkpengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam B&darah Kabupaten Barito kuala.

Ditetapkan di BARITO KUALA
pada tanggal 5 Desember 2011

BUPATI BARITO KUALA,
ttd

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Barito Kuala
pada tanggal 5 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH

ttd
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